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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik
berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, tujuan
didirikannya Negara Indonesia yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban Dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Negara adalah suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa
kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu
dengan mengakui adanya suatu Pemerintahan yang mengurus tata tertib dan
keselamatan kelompok atau beberapa kelompok manusia.® Dimana dalam
rangka mencapai tujuanya Negara dijalankan oleh Pemerintah yang disertai
oleh peraturan-peraturan yang mengikat aparatur Negara dalam melaksanakan
tugas. Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk
menciptakan pembangunan dalam konteks pemberdayaan masyarakat,

kebijakan tersebut mulai dari orde lama, orde baru sampai dengan reformasi.

'Wirjono Prodjodikoro,Azas-Azas Hukum Tata Negara Di Indonesia,(Dian Rakyat,
Jakarta, 1989),h.2.



Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut Pemerintah Daerah diberikan
kewenangan untuk mengurus sendiri urusan Pemerintah Daerah yang diatur
dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Dimana dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah
Daerah dilaksanakan dengan azas otonomi Daerah yang artinya ialah hak,
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai
peraturan perundang-undangan. Daerah otonom itu sendiri adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang
mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri.?

Dengan lahirnya undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah kemudian direvisi menjadi undang-undang nomor 12 tahun
2008 bertujuan agar Pemerintah Daerah dapat memberikan serta meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat di Daerah. Karena Pemerintah Daerah lebih
memahami kondisi masyarakat diDaerah.

Sedangkan Pemerintah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kepemudaan dalam rangka penajaman, koordinasi dan
sinkronisasi program pemerintah Pemerintah menyelenggarakan fungsi di
bidang kepemudaan yang meliputi: perumusan dan penetapan kebijakan,

koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pengelolaan barang

’Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia,(Sinar Grafika, Jakarta,
2012),h.6.



milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya dan pengawasan atas

pelaksanaan tugas.®

Sesuai dengan Undang-Undang No Republik Indonesia No 40 Tahun
2009 Tentang Kepemudaan, menurut ketentuan umum sebagai berikut :

1. Pemuda adalah warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting
pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30
(tiga puluh) tahun.

2. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi,
tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita
pemuda.

3. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang
berkaitan dengan kepemudaan.

Bahwa dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia pemuda
merupakan perintisan pergerakan kebangsaan Indonesia yang berperan
aktif sebagai ujung tombak dalam mengantarkan bangsa dan Negara
Indonesia  yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Pemuda juga merupakan
salah satu elemen bangsa yang selalu menjadi garda depan dalam menghadapi
berbagai persoalan pada Negara. *

Dalam sejarah Negara Indonesia, selain Pemerintah, pemuda selalu
melahirkan berbagai pemikiran dan gerakan menuju perubahan dan perbaikan
bangsa Indonesia serta Peran mereka sudah dimulai jauh sebelum lahirnya

negara Indonesia. Kiprah pemuda di Negara indonesia bisa kita lihat dari

* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan.h.7
* Ayat (a dan b), Undang-Undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2009 Tentang
Kepemudaan h.1



gerakan mereka sejak sebelum momentum kebangkitan nasional (1908) hingga
saat zaman demokrasi saat ini.”

Pemuda memerlukan wadah pelayanan kepemudaan dalam dimensi
pembangunan di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945°, organisasi itu sendiri ialah : setiap bentuk persekutuan
antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam
rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan didalam ikatan yang
terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok
orang yang disebut bawahan.” Seperti organisasi Komisi Nasional Pemuda
Indonesia, Karang Taruna dan organisasi lain kepemudaan yang memiliki cita-
cita yang sama untuk membangun Negara Indonesia.

Seiring dengan pergeseran paradigma kepada Pemerintahan dari
sentralistik ke desentralistik di era otonomi Daerah, yang mana dalam
penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan
kepada masyarakat, Pemerintah Daerah memiliki fungsi yang ada kaitanya
terhadap pemuda vyaitu penyediaan pelayanan, fungsi pengaturan, fungsi
pembangunan masyarakat, fungsi perwakilan, dan fungsi koordinasi dan
perencanaan.® Maka posisi kemitraan Pemerintah dan pemuda kususnya

Karang Taruna didalam pembangunan kesejahteraan sosial semakin strategis.

> Senin (1.19 wib) Artikel Masad Masrur sejarah pergerakan pemuda indonesia april
23,2009

® Ayat (d), Undang-Undang No Republik Indonesia No 40 Tahun 2009 Tentang
Kepemudaan h.1

” Sondang P.Siagian, M.P.A, filsafat adminitrasi (jakarta:bumi aksara jakarta)h.6

® Rahardjo Adisasmita, Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah,(Graha Ilmu,
Yogyakarta, 2014), h.14.



Hubungan Pemerintah terhadap organisasi pemuda merupakan sangat
diperlukan suatu bentuk hubungan yang dapat memperkuat komitmen dalam
bentuk kerja sama hubungan dalam organisasi  khususnya di bidang
Pemerintahan merupakan suatu hal yang sangat penting serta perlu
dikembangkan secara terus menerus dalam rangka menciptakan hasil kerja
yang lebih memuaskan®, dengan ditambah kehadiran Karang Taruna sebagai
wadah organisasi sosial pemuda merupakan representasi generasi pemuda yang
berkedudukan di desa/kelurahan sebagai mitra departemen sosial RI dalam hal
ini Menteri Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah
Daerah Kabupaten, Kecamatan dan Desa telah memberikan kontribusi nyata
dan positif terhadap pembangaunan bangsa pada umumnya kesejahteraan
sosial. ™

Karang taruna merupakan salah satu organisasi sosial tingkat
desa/kelurahan kemasyarakatan yang diakui keberadaannya dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dimana Desa itu sendiri adalah suatu
wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup
bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai
tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatanya.™ sukses suatu
organisasi baik tingkat pusat maupun Desa sangat ditentukan oleh kemampuan
organisasi untuk beradaptasi pada perubahan lingkungan strategis dalam

berbagai dimensi karena perubahan lingkungan strategis ini akan menjadi

° Makmur, Kriminologi Adminitrasi Dalam Pemerintahan,(Rafika Aditama, Bandung,
2013),h.18.

'° Departemen sosial RI, buku panduan karang taruna,h.1

" Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan pemerintahan desa ,(jakarta,
erlangga, jakarta, 2011)h.2



sumber masalah bila organisasi terlambat beradaptasi mengambil langkah

strategis yang tepat untuk peningkatan kesejateraan sosial.'?

sebagaimana
tercantum pada pasal 38 ayat (2) tentang peran masyarakat undang-undang
nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Serta sebagai wadah dan
sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan
berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan
untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama
bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial. Selain undang-undang di atas
kita bisa merujuk pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007
tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan pada pasal 26 yaitu
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) meliputi : (a) memberikan pedoman teknis
pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan (b) memberikan
pedornan penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif (c) menetapkan
bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan
Lembaga Kemasyarakatan (d) memberikan bimbingan, supervisi dan
konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (e)
melakukan  pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga
Kemasyarakatan dan (f) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi
Lembaga Kemasyarakatan (g) memberikan penghargaan alas prestasi yang

dilaksanakan Lembaga Kemasyarakat.”*Akan tetapi fakta yang terjadi

“Djamaludin Ancok, psikologi kepemimpinan & inovasi, (jakarta, erlangga, jakarta,
2012) h.81

BPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan
Lembaga Kemasyarakatan. h. 9



dilapangan terjadi degradasi pergeseran semangat kepemudaan dari tugas
pokok dan fungsi yang telah di jelaskan pada peraturan Menteri Sosial yang
membuktikan dari berbagai macam permasalahan yang terjadi ini sesuai pada
pasal 5 dan pasal 6 bab Il kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang berbunyi
Karang Taruna memiliki tugas pokok secara bersama-sama dengan Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta =~ masyarakat
lainnya menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial.
Dan karang taruna berfungsi untuk mewujudkan:*
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5, Karang Taruna mempunyai fungsi:
a. mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi
muda
b. menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan
sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota
masyarakat terutama generasi muda
c. meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif
d. menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab
sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan
secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
e. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; dan
f. memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal

Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia

“ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 77/Huk/2010 Tentang Pedoman
Dasar Karang Taruna, h.4



Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 77/Huk/2010
Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.*®

Namun fakta yang terjadi di Desa Marsawa Kecamatan Setajo Raya
Kabupaten Kuantan Singingi tugas pokok itu sendiri tidak terlaksana seperti
tugas pengawasan baik dari Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah
(Gubernur/Kabupaten) tidak terlaksana. Padahal apabila dilihat dari pasal 43
BAB X Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013
Tentang Pemberdayaan Karang Taruna, pembinaan dan pengawasan
Pemerintah Kabupaten/kota yang berbunyi Bupati/walikota melakukan
pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemberdayaan Karang Taruna
di wilayahnya. Serta masyarakat Desa memiliki wewenang dalam pengawasan
dalam pemberdayaan Karang Taruna sesuai pada pasal 44 yaitu Masyarakat
juga dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan
Karang Taruna sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.®

Namun pengawasan dari pemerintah itu tidak dijalankan, bahkan tidak
tercapai seperti melaksanakan persiapan pemberdayaan Karang Taruna yang
terdiri dari sosialisasi program pemberdayaan Karang Taruna untuk tingkat
Kabupaten/kota, persiapan sosial, proses penyadaran, dan perencanaan
partisipatif dalam rangka pemberdayaan Karang Taruna, melaksanakan

pemantauan, supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan

15Ayat () menimbang, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor :
77/Huk/2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna

BAB X pembinaan dan pengawasan , Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia
Nomor : 23/Huk/2013 Tentang Pemberdayaan Karang Taruna



Karang Taruna.!’ Sehingga menyebabkan seperti pertumbuhan dan
perkembangan setiap  anggota yang makin merosot, apatis terhadap
permasalahan yang ada, tidak terampil, tidak bertanggung jawab dalam
mencegah masalah kesejahteraan sosial, tidak adanya menciptakan
pengembangan baik usaha maupun kemitraan bagi anggota masyarakat
terutama generasi muda.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa terdorong untuk melakukan
penelitian dalam bentuk proposal yang berjudul: PELAKSANAAN
PENGAWASAN KARANG TARUNA EKA SATYA DESA MARSAWA
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK
INDONESIA NOMOR : 23/HUK/2013 TENTANG PEMBERDAYAAN

KARANG TARUNA DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari fokus
permasalahan yang diteliti, maka penelitian ini dibatasi tentang Pengawasan
Pemerintah Kabupaten/kota terhadap pelaksanaan pemberdayaan karang taruna
di wilayahnya tepatnya di Desa Marsawa sesuai pasal 43 ayat (3) bab x
pembinaan dan pengawasan, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia

Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Karang Taruna.

7 Ibid, h.16-17
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C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka fokus permasalahan

dirumuskan kedalam beberapa uraian penelitian sebagai berikut:

1.

Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Karang Taruna Eka Satya Desa
Marsawa Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor
. 23/Huk/2013 Tentang Pemberdayaan Karang Taruna di  Kabupaten

Kuantan Singingi?

. Apa kendala dalam Pelaksanaan Pengawasan Karang Taruna Eka Satya

Desa Marsawa Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia
Nomor : 23/Huk/2013 Tentang Pemberdayaan Karang Taruna di Kabupaten

Kuantan Singingi?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitin ini adalah :

1.

Untuk mengetahui Pelaksanaan Pengawasan Karang Taruna Eka Satya
Desa Marsawa Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia
Nomor : 23/Huk/2013 Tentang Pemberdayaan Karang Taruna di Kabupaten

Kuantan Singingi

. Untuk mengetahui kendala Pelaksanaan Pengawasan Karang Taruna Eka

Satya Desa Marsawa Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik
Indonesia Nomor : 23/Huk/2013 Tentang Pemberdayaan Karang Taruna di

Kabupaten Kuantan Singingi
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E. Kegunaan Penelitian
Kegunaan penelitian setidaknya meliputi kegunaan bagi penulis, bagi
dunia akademik dan bagi instansi yang memiliki hubungan dengan objek
penelitian. Kegunaan penelitian penulis uraikan sebagai berikut:

1. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi wadah untuk menuangkan ilmu
pengetahuan yag diperoleh penulis selama melaksanakan pendidikan di
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Diharapakan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan
kepada pihakl Karang Taruna Desa Marsawa untuk lebih meningkatkan

Kinerjanya terutama dalam kesejahteraan sosial.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam melaksanakan penelitian

sangatlah menentukan keberhasilan dalam suatu penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul yang diangkat, maka penelitian yang digunakan
adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan
cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektivitas hukum ini
berlaku dalam masyarakat. Maka dalam hal ini penulis melakukan analisis
tentang Pelaksanaan Pengawasan Karang Taruna Eka Satya Desa Marsawa
Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik  Indonesia Nomor :
23/Huk/2013 Tentang Pemberdayaan Karang Taruna di Kabupaten Kuantan

Singingi. Dilihat dari jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini,
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maka metode penelitian yang digunakan adalah metode Observational
Research dengan cara melihat langsung ke lapangan. Apabila ditinjau dari
sifatnya, maka penelitian ini dikategorikan kedalam penelitian deskriptif,
yang menggambarkan secara jelas dan konkrit tentang berbagai hal yang
berkaitan Pelaksanaan Pengawasan Karang Taruna Eka Satya Desa
Marsawa Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor
. 23/Huk/2013 Tentang Pemberdayaan Karang Taruna di  Kabupaten
Kuantan Singingi.
2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis yang dilakukan di
Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi
Provinsi Riau. Alasan penulis memilih tempat tersebut karna lokasi tersebut
memenuhi keriteria syarat permasalahan penelitian, layak untuk diteliti dan
belum pernah diteliti. selain itu penulis menemukan kesenjangan antara
peraturan Pemerintah dan pelaksanaan di lapangan.

3. Populasi dan sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh
peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulnya,'® sedangkan
sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi tersebut.’® Sampel juga merupakan himpunan bagian atau sebagian

populasi. Sampel yang baik yaitu suatu sampel yang dapat mewakili dari

*Sugiyono,metode  penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D,(Bandung,:alfabeta
bandung,2010).h.80
* Ibid,h.81
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populasi atau representatif yang artinya menggambarkan keadaan populasi

atau mencerminkan populasi secara maksimal jadi walaupun mewakili

sampel bukan merupakan duplikat dari populasi.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Desa

2. Kabid Pemberdayaan Masyarakat (Dinas Sosial)

3. Ketua Karang Taruna

4. Anggota Karang Taruna

5. Tokoh Masyarakat

Untuk mengetahui lebih jelas jumlah responden yang dijadikan sampel

dapat dilihat dari table berikut:

Tabel I.1
Distribusi Jumlah Sampel Pada Desa Marsawa

No Responden Populasi Sampel | Presentase
1. | Kabid Pemberdayaan Sosial 1 1 100%
2. | Kepala Desa 1 1 100%
3. | Ketua Karang Taruna 1 1 100%
4. | Anggota Karang Taruna 40 10 25%
5. | Tokoh Masyarakat 8 8 100%

Jumlah : 51 21 40%

Dari tabel diatas kabid pemberdayan masyarakat (1) orang, kepala Desa

1 (satu) orang, ketua Karang Taruna 1 (satu) orang, tokoh masyarakat 8

(delapan) orang maka penulis menggunakan teknik sampling yaitu Total

sampling,dan untuk 40 (empat puluh) anggota Karang Taruna Desa Marsawa

diambil 25% menjadi 10 orang anggota Karang Taruna dengan menggunakan

teknik Random Sampling.
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4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer yaitu : Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik
melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen
tidak resmi®®, yang menyangkut pengawasan Kkarang taruna Desa
Marsawa agar mempermudah untuk mendapatakan data yang di inginkan
tentang Pelaksanaan Pengawasan Karang Taruna Eka Satya Desa
Marsawa Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia
Nomor : 23/Huk/2013 Tentang Pemberdayaan Karang Taruna di
Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Data Sekunder vyaitu: Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen
resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil
penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis desertasi, dan peraturan
perundang-undangan.?

a) Bahan Hukum Primer : Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia
nomor : 23/Huk/2013 Tentang Pemberdayaan Karang Taruna

b) Bahan Hukum Sekunder : Struktur organisasi pada Kantor Desa
Marsawa Kecamatan Sentajo Raya dan Struktur Pengurus Organisasi
Karang Taruna Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya.

¢) Bahan Hukum Tersier : Anggaran Dasar Rumah Tangga Organisasi

Karang Taruna Desa Marsawa.

2% Zainuddin ali, metodologi penelitian hukum, (jakarta,;sinar grafika jakarta,2014).h.106
21 B
Ibid.
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5. Teknik Pengumpulan Data
Sebagai langkah awal dalam  penelitian  ini,  penulis
dalam menghimpun data yang diperlukan menggunakan
teknik berupa data yang diperoleh secara langsung dari kehidupan
masyarakat, maka pengumpulan data maka dapat menggunakan sumber
primer, sumber sekunder dan sumber tersier namun penulis juga melihat
dengan penyebab tidak terlaksananya Pelaksanaan Pengawasan Karang
Taruna Eka Satya Desa Marsawa Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial
Republik Indonesia Nomor : 23/Huk/2013 Tentang Pemberdayaan Karang
Tarunadi Kabupaten Kuantan Singingi:*
a. Observasi
Observasi adalah kegiatan untuk melihat langsung kelokasi penelitian
dengan mengamati Karang Taruna di Desa Marsawa Kecamatan Sentajo
Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini bertujuan untuk melihat
bagaimana pengawasan Pemerintah terhadap pemberdayaan Karang
Taruna Desa Marsawa apakah sudah sesuai dengan dasar aturanya itu
sendiri.
b. Wawancara
Wawancara merupakan teknik tanya jawab secara langsung kepada
Kabid Pemberdayaan Masyarakat (Dinas Sosial), ketua Karang Taruna
serta yang menjadi sentra perkembangan Desa Marsawa yang dijadikan

sampel berkaitan pada pengawasan Pemerintah terhadap pemberdayanya.

*? Sugiyono, Op.cit,h.137-240
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c. Angket
Angket merupakan daftar pertanyaan yaitu pengumpulan data melalui
pengajuan daftar pertanyaan yang telah disusun secara sistematis kepada
responden penelitian, yang berkaitan dengan pengawasan Pemerintah
terhadap pemberdayaan Karang Taruna Desa Marsawa Kecamatan
Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.
d. Studi Kepustakaan
Cara ini dilakukan untuk mencari data atau informasi melalui membaca
jurnal ilmia, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang
tersedia di perpustakaan.
6. Metode Analisa Data
Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis
data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan
dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam katagori,
menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola
, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, serta membuat
kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang
lain.? Maka analisa data yang dilakukan adalah analisa kuantitatif,
merupakan tatacara yang menghasilkan penelitian deskriftif kualitatif yaitu
dengan jalan mengklarifikasi data-data dalam kategori persamaan jenis data
itu, kemudian diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang

utuh tentang masalah yang diteliti.

#* Sugiyono,loc.cit.
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G. Sistematika Penulisan

penulis

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penulisan ini, maka

merencanakan penulisanakan dibagi dalam 5 (lima) bab yang

kemudian dibagi menjadi beberapa sub bagian yaitu :

BAB |

BAB Il

BAB Il

BAB IV

: PENDAHULUAN

Di dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar
belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan kabupaten kuantan
singingi, sejarah Desa Marsawa yang meliputi, geografi,
demografi, Kondisi Ekonomi, Sarana dan Prasarana, Infrastruktur,
Struktur Pengelolaan Organisasi Karang Taruna, serta struktur
pemerintahan desa dan tugasnya.

: TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian pengawasan,
Pemerintah, tujuan Pemerintah, tugas dan fungsi, wewenang
Pemerintah Kabupaten atau Kota terhadap pengawasan
pemberdayaan Karang taruna dan lain.lain

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian tentang
Pelaksanaan Pengawasan Karang Taruna Eka Satya Desa

Marsawa Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik



BAB V
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Indonesia Nomor : 23/Huk/2013 Tentang Pemberdayaan Karang
Taruna di Kabupaten Kuantan Singingi dan uraian mengenai
faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan
pengawasan Pemerintah Kabupaten kepada Karang Taruna Desa

Marsawa.

: PENUTUP

Yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang dicantumkan dalam

penyusunan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



